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PUTUSAN
Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkul, 01 April 2001, agama Islam,
pekerjaan |bu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkul, 17 September 1986, agama Islam,
pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota

Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03

Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada

tanggal 10 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Pbm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada tanggal 8 Agustus 2019, di kantor urusan agama, Kota Prabumulih,
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Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku
Nikah Nomor; 0077/007/VI11/2019, tertanggal 08 Agustus 2019;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat bersetatus
Perawan sedangkan Tergugat Bersetatus Jejaka :

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih,
Provinsi Sumatra Selata; selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, sampai
dengan berpisah sekiranya Pada Tahun 2020;

4, Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Memiliki 1
(Satu) Orang Anak 1.Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Bulan Saat
ini berada dalamm Asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (Bulan)
Bulan, akan tetapi setelah itu sejak 2020 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat Kerap Bermain Judi;

5.2 Tergugat Kerap Bermabuk-Mabukan

53 Terguugat memiliki keperibadian yang keras kepala;

54 Tergugat Malas Bekerja;

5.5 Tergugat Sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan batin

kurang lebih selama 1 Tahun ;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Tahun
2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Tidak mau
berkerja tidak memberikann uang bulanan untuk urusan rumah Tangga
selanjutnya Tergugat menyuruh penggugat pergi dari rumah ; Dan hingga
sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya
suami istri lagi;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di
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rumah orangtua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan,
sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kota
Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan; hingga sekarang telah berjalan
kurang lebih selama 1 (satu) Tahun dan sejak saat itu sampai dengan
sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi
sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,
akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang
Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan
Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan
terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dihadapan Sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim
kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat

kemudian memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
tidak sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :
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1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya
suami istri sah menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat di di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu)
Tahun, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai
1(satu) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awal pernikahan rukun namun sejak sekitar 7 bulan
sudah menikah sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena
Tergugat bekerja tidak menentu tetapi Tergugat suka mabok dan judi
sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2020 Penggugat dan
Tergugat berpisah dan Penggugat yang meninggalkan rumah karena
tidak tahan dengan perilaku Tergugat serta selama itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang
baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Tergugat untuk mempertahankan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangan.
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2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Suryadi dan
mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah
sekitar tahun 2019;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat di di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu)
Tahun, sampai dengan berpisah;

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awal pernikahan rukun namun sejak sekitar 7 bulan
sudah menikah sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena,
Tergugat bekerja tidak menentu tetapi Tergugat suka mabok dan judi
sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, permasalah
ekonomi karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keperluan
rumah tangga sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan rumah
tangganya sendiri ;

- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2020 Penggugat dan
Tergugat berpisah dan Penggugat yang meninggalkan rumah karena
tidak tahan dengan perilaku Tergugat serta selama itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang
baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;
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- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mencukupkan keterangan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal
154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor
1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undanf Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang —Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka
selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara tertutup;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat Kerap Bermain Judi, Tergugat Kerap Bermabuk-
Mabukan, Tergugat memiliki keperibadian yang keras kepala, Tergugat Malas
Bekerja dan Tergugat Sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan batin kurang
lebih selama 1 Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat
materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhiketentuan Pasal 11
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 8 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, oleh
karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
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memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal
171, 172, dan 175 R.Bg dan juga telah memberikan keterangan yang telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan
309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melakukah hubungan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat kerap mabok dan judi
sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak
bertanggungjawab terhadap keperluan rumah tangga yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang
lalu;

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun
tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan
tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat ;

- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling
berkomunikasi sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman
kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama
lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
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membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan
rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
berlangsung selama kurang lebih kurang lebih lebih 1 (satu) tahun yang lalu
dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan
perbuatan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi
ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain
serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi
adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang
sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka
patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih
berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah
tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun
yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri
dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-
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Rum ayat 21 ialah membentuk kehidupan keluarga yang tentram (sakinah)
penuh dengan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) tidak akan terwujud jika
dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,
sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan
ketidakpastian hukum berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah
pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat

mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

tlasll Lz (e paio auwlaall 1))
“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan
hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, sebagaimana Penjelasan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum
gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan
putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Prabumulih adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;
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Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 tentang
pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan
membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Prabumulih Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pbm tanggal 10 Juni 2021, Penggugat
telah memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, dan sesuai Pasal 273
R.Bg, Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka selanjutnya biaya
perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas
masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum
gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, maka quod est ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. gugatan
Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
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4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2021 sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam
puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Zulgaidah 1442 Hijriah oleh Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,
sebagai Ketua Majelis, Fighan Hakim, S.H.l dan Chusnul Chasanah S.H.l.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Fighan Hakim, S.H.I Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.A.g

Rincian biaya perkara :
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 600.000,00
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Pemberitahuan Putusan - Rp 200.000,00

Redaksi : -

Meterai :Rp_10.000,00

Jumlah :Rp 860.000,00 (delapan ratus enam

puluh ribu rupiah).
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